
3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbe-ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Noroor 5. Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

Rcpublik Indonesia Nemer 4285); 

ten tang 
Dalam 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsl Jawa Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati rentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Alas 
Tanah dan Bangunan; 

Menimbang: a. bahwa untuk pemabaman terbadap wajib pajak yang 
memperoleh tanah dan bangunan dalaro pelaksanaan 
pemungutan bea Perolehan hak atas tanah dan 
banguoan, maka perlu adanya penegasan dalam materi 
muatan yang mengatur pemungutan bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan; 

1:$UJ'A'l'l J l!:PA!<A, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATJ JEPARA NOMOR 77 
TAHUN 2010 TENTANO PETUNJUK PELAKSANAANPEMUNGUTAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANOUNAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 26 TAHUN 2017 

PROVINS) JAWA TENGAH 

BUPATI JEPARA 
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9. Peraturan Bupati Jepara Noroor 77 Tahun 20.10 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Ba.ngunan [Berita Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 20i0 Nomor 22) sebagaimaoa dlubah 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peratura.n Bupati Jepara Nomor 
77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tarrah dan 
Bangunan (Belita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 Nomor 22); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2006 Nomor I 0, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana di ubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Unclang-Unllang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5587), sebagaunana 
telah beberapa kali cUubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 renrang 
Pernerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubuk Indonesia Nomor !:lo /Y); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tencang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undaog Nomor 28 Tabun 2009 tentang ?a;li 
Daerah clan Retrlbusi Daerab f.Lemba.ran N~ 
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049i: 



(1) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak diretapkan 
scbcsar Rp. 50.000.000, [cnam puluh jut.a rupiah] hanya untuk 
Wajib Pajak yang mernperoleh hak yang pertama kall. 

(2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibab wasiat yang 
diterima orang pribadi yang maslb dalam bubungan keluarga 
sedarah dalam gans kerurunan Jurus keatas atau satu derajat 
kebawah denga pemberl hibah wasiat, termasuk suarni/Isteri, Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 
JUU.UUU.UUU,- (tlga ratus Jura rupiah) hanya untuk Wajib Pajak 
yang memperoleh hak yang pertarna kali. 

(3) Dalam hal wajib pajak yang sama daJam satu tahun pajak 
rnempernleh hak yang kedua dan sererusnya, dlkenakan pajak 
secara penuh tanpa dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak. 
(4) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adaJab nilai perolehan objek 

pajak d.ikurangi dengan Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak. 

Pasal 5 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 

tcntang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Betita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ~010 
Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 
23 Tahun 201 t tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
77 Tabun 2010 tentang Petunjuk Pclaksanaan Pernungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATl TENTANO PERUBAHA.~ KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 77 TAtiuN 
2010 TENTA.NG PETU.NJUK PELAKSANAAN 
PEMUNOUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANOUNAN. 

Menetapkan 

1-'asal I 

MEMUTUSKAN 
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SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR ..... 26 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan dr -Jepara 
pada tanggal 5 Juni 2017 

AHMAD MARZUQJ 

Diretapkan di Jepara 

pada tanggal 5 Juni 2017 

BUPATI JEPARA, 

Kabupaten Jepara. 
Pcraturan Bupati Lai dcngan pcncmpatannya dalam Serita Dacrah 
Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraiuran Bupati ini rnulai berlaku pada tanggaJ cliundangkan. 

PasaJ II 

- 


